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KATA PENGANTAR 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah salah satu 

OPD yang berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.   

Hal ini berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota 

Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota 

Padang Panjang. 

Laporan Keuangan ini berisi Laporan Realisasasi Anggaran (LRA), Laporan 

Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan 

(CaLK) dilengkapi dengan lampirannya. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Laporan Keuangan Tahun 2017 

dengan harapan dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, 

realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 

 

 
Padang Panjang,      Januari 2018 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 
 
 
 

Dra. MAINI, MM 
Pembina Tk. I, NIP. 19640505 199003 2 007 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 KOTA PADANG PANJANG  

 

 

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 

yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Neraca, 

Laporan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah 

tanggungjawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal 

yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi 

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

 

Padang Panjang,       Januari  2018 
Pengguna Anggaran 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 
 
 
 
 

INDRA GUSNADY, SE.MSi 
NIP. 19700804 199803 1 006 
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA PADANG PANJANG 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

 Kami telah mereviu Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Padang Panjang berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi 

Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 

tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan lain terkait. Semua 

informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. 

 Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas 

akuntansi dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai 

ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan 

sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan 

Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam 

itu. 

 Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin 

bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan diatas telah disajikan sesuai dengan UU 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya yang berlaku. 

 

Padang Panjang,     Januari 2018 

Inspektorat Kota Padang Panjang 

Ketua Tim 
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA 

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016 

 

-                                 -                                 -                                 

-                                 -                                 -                                 

-                                 -                                 -                                 

-                                 -                                 -             -                                 

JUMLAH PENDAPATAN -                                 

2,118,010,000        1,893,119,295        89.38% 2,236,992,344        

1,808,868,323        1,395,267,516        77.13% 1,111,271,136        

Bunga

Hibah

Bantuan Sosial

3,926,878,323     3,288,386,811     83.74% 3,348,263,480     

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin 100,690,000            98,266,000              97.59% 250,492,500            

Belanja Gedung dan Bangunan -                                 

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset tetap lainnya

Belanja Aset  lainnya

100,690,000         98,266,000           97.59% 250,492,500         

JUMLAH BELANJA 4,027,568,323     3,386,652,811     84.09% 3,598,755,980     

SURPLUS / (DEFISIT)     (4,027,568,323)     (3,386,652,811) 84.09%     (3,598,755,980)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Lain-lain PAD yang SAH

Jumlah Belanja Operasi

Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal

Jumlah Pendapatan Asli daerah

BELANJA

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

        
Padang Panjang,      Januari 2018 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 
 
 
 

Dra. MAINI, MM 
Pembina Tk. I, NIP. 19640505 199003 2 007 
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LAPORAN OPERASIONAL  

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016  

 

-                                       -                                -                                    

-                                       -                                -                                    

Pendapatan Hasil Pengelolaan -                                    

Kekayaan Daerah Yang dipisahkan -                                       -                                -                                    

-                                       -                                -                                    

-                                       -                                -                                    

1,893,119,295.00        -                                1,893,119,295.00      

Beban Persediaan 187,773,650.00           -                                187,773,650.00         

Beban Jasa 870,876,322.00           -                                870,876,322.00         

Beban Pemeliharaan 8,632,500.00                -                                8,632,500.00              

Beban Perjalanan Dinas 257,251,398.00           -                                257,251,398.00         

Beban Bunga -                                       

Beban Subsidi -                                       

Beban Hibah -                                       

Beban Bantuan Sosial -                                       

Beban Penyusutan 174,742,341.79           -                                174,742,342               

Beban Transfer

Beban Lain-lain

3,392,395,506.79    -                                3,392,395,506.79  

3,392,395,506.79    -                                3,392,395,507        

SURPLUS / (DEFISIT)    (3,392,395,506.79)                                  -        (3,392,395,507)

Beban Pegawai

Jumlah Beban

Jumlah Pendapatan Asli daerah

BEBAN

Beban Operasi

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Lain-lain PAD yang SAH

                                                           Padang Panjang,      Januari 2018 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Padang Panjang 

 
 
 
 

Dra. MAINI, MM 
Pembina Tk. I, NIP. 1964055 199003 2 007 
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NERACA  

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016 

-                               -                                        

-                               -                                        

Investasi Jangka Pendek

-                               -                                        

-                               -                                        

-                               -                                        

-                               -                                        

-                               -                                        

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

-                               -                                        

-                               -                                        

330,261,900.00         260,368,350.00              

330,261,900.00        260,368,350.00             

214,800,000.00         214,800,000                   

1,708,965,420.00      1,524,149,420.00           

1,275,793,518.00      1,275,793,518.00           

-                               -                                        

10,687,252.00           10,687,252.00                

-                               -                                        

(1,318,526,827.02)    (1,318,526,827.02)         

1,891,719,362.98     1,706,903,362.98          

-                               -                                        

-                               -                                        

-                               -                                        

-                               -                                        

291,273,000.00         290,323,000.00              

(108,247,300.00)       (108,247,300.00)            

183,025,700.00        182,075,700.00             

JUMLAH ASET 2,405,006,962.98     2,149,347,412.98          

-                               -                                        

-                               -                                        

-                               -                                        

-                               2,005,452.00                   

Utang Jangka Pendek Lainnya

-                               2,005,452.00                  

JUMLAH KEWAJIBAN  -                               2,005,452.00                  

2,234,871,960.98      (2,036,013,498.59)         

3,386,652,811.00      3,598,755,980.00           

5,621,524,771.98     1,562,742,481.41          

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 5,621,524,771.98     1,564,747,933.41          

Tanah

Peralatan dan mesin

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya

Persediaan

ASET TETAP

 Tahun 2017 Tahun 2016

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

URAIAN

ASET

Kas di Kas Daerah

Piutang Pajak 

Piutang Retribusi 

Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lainnya

KEWAJIBAN

Tagihan Penjualan Angsuran

ASET LAINNYA

Tuntutan Ganti Kerugian

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tak berwujud

Jumlah Aset Tetap

Jumlah Aset Lancar

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penyisihan Piutang

Belanja di Bayar Dimuka

Akumulasi Penyusutan

Jumlah ekuitas

RK RKPPKD

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Utang Belanja
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  Padang Panjang,       Januari 2018 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Padang Panjang 

 
 
 
 

Dra. MAINI, MM 
Pembina Tk. I, NIP. 19640505 199003 2 007 

 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016 

1 EKUITAS AWAL               2,234,871,960.98                  2,036,013,498.59 
2 SURPLUS/DEFISIT-LO                                                  -                (3,487,427,517.61)
3 Koreksi Nilai TGR -                                                -                                                  
4 Dampak Kebijakan Akumulasi Penyusutan aset tetap 10,687,252.00                       59,576,556.95                         
5 Dampak Kebijakan Akumulasi Penyusutan aset lainnya

-                                                (9,641,200.00)                          
6 Dampak Kebijakan Kapitalisir -                                                -                                                  
7 Dampak Kebijakan Pendapatan diterima dimuka

8 Dampak Kebijakan Penyisihan Piutang

9 Koreksi Aset Tetap -                                                -                                                  
10 Koreksi Aset Lainnya -                                                -                                                  
11 Koreksi Setara Kas -                                                -                                                  
12 Koreksi Piutang -                                                -                                                  
13 Koreksi hutang -                                                -                                                  
14 Koreksi Kas di Bendahara Penerima -                                                -                                                  
15 Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran

16 Koreksi Persediaan -                                                -                                                  
17 Koreksi Aset Ekstra Comptable -                                                -                                                  
18 Penyertaan Modal

2,245,559,212.98             (1,401,478,662.07)              

URAIANNo.

EKUITAS AKHIR

Tahun 2016Tahun 2017

 

 
Padang Panjang,     Januari 2018 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Padang Panjang 

 
 
 

Dra. MAINI, MM 
Pembina Tk. I, NIP. 19640505 199003 2 007 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

(CaLK) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Maksud dan Tujuan 

  Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti standar akuntasi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal 

tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntasi pemerintah yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

  Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan 

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat dan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun 

politik dengan  

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup  

 untuk membiayai seluruh pengeluaran 

b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi 

dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. 

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah 

apakah mengalami kenaikan aatau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang 

dilakukan selama periode pelaporan. 

f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. 

 

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Padang 

Panjang disusun dan  dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas  

pelaksanaan  dana yang telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Tahun Anggaran 2017, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan 
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akuntabilitas atas pengelolaan anggaran. Laporan Keuangan yang disusun  meliputi 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan  Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan 

realisasi  atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian 

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara 

merupakan laporan  yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan 

ekuitas dana)  per tanggal laporan. 

Laporan keuangan menyajikan  secara wajar dan mengungkapkan secara 

penuh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dan 

pemanfaatan  sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,  Laporan 

Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik 

keputusan ekonomi,  maupun sosial dengan menyediakan informasi mengenai 

jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan serta 

hasil-hasil yang telah dicapai. 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Landasan hukum yang mendasari  penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom 

Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan Undang Undang Nomor 

9 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual; 

12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah  

Pemerintah Kota Padang Panjang; 

14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017; 

15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor    Tahun 2017 Tentang Perubahan 

APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017; 

16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Sistem dan 

Prosedur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang; 

17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang; 

18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2016; 

19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 

2017 

 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

BAB I.   PENDAHULUAN 

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan  

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN  

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  

B. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah 

Ditetapkan 

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN  
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A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan 

Pemda 

B. Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan 

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas 

akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda 

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMDA 

BAB VI. PENUTUP 

 

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang berpedoman kepada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 
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BAB II 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

2.1. Ikhtisar  Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Pada  Tahun Anggaran 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Padang Panjang  merencanakan belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA setelah perubahan)  sebesar Rp. 4.027.568.323.000,- yang terbagi atas Belanja 

Tidak Langsung sebesar Rp. 2.118.010.000,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 

1.909.558.323,00,-. Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 78,18%, dengan rincian realisasi 

keuangan pada tahun 2017 sebagai berikut: 

 

 

 

Sedangkan untuk penjabaran dari realisasi belanja pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

1.3.1.1. Belanja Tidak Langsung 

Anggaran Realisasi %

1 Belanja Tidak Langsung         2,118,010,000        1,893,119,295 89.38%

2 Belanja Langsung 1,909,558,323      1,493,533,516      78.21%

4,027,568,323       3,386,652,811      84.09%

2017
UraianNo

JUMLAH
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Anggaran Realisasi %

1 Gaji Pokok            1,162,700,000        1,105,067,400 95.04%

2 Tunjangan Keluarga 82,615,000            71,507,424           86.56%

3 Tunjangan Jabatatan 124,345,000          117,010,000         94.10%

4 Tunjangan Fungsional Umum 35,977,500            28,880,000           80.3%

5 Tunjangan Beras 61,500,000            49,100,760           79.84%

6 Tunjangan Pph 7,162,500              4,863,918              67.91%

7 Pembulatan gaji 250,000                  13,673                   5.47%

8 Contra Post 0 -                          0.00%

9
Tambahan Penghasilan     

Berdasarkan Beban Kerja
617,000,000          490,668,960         79.52%

10
Tambahan Penghasilan     

Berdasarkan Kondisi Kerja
26,460,000            26,007,160           98.29%

2,118,010,000       1,893,119,295      89.38%

2017
UraianNo

JUMLAH
 

 
 
 
 

1.3.1.2. Belanja Langsung 
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Anggaran Realisasi %

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun               3,800,000             2,759,000 72.61%

2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

1 Tahun
            79,200,000          53,970,867 68.15%

3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 

Kendaraan Dinas/operasional

1 Tahun
            97,066,000          88,074,777 90.74%

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun             59,100,000          55,175,000 93.36%

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun           113,450,000        104,767,254 92.35%

6 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun             45,704,000          43,884,000 96.02%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun

            48,400,000          43,021,800 88.89%

8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun
              7,000,000             6,998,250 99.98%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun             21,100,000          11,396,500 54.01%

10
Rapat-Rapat Koordinasi  dan Konsultasi ke Luar 

Daerah

1 Tahun
          200,000,000        199,804,198 99.90%

11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun           102,290,000          99,866,000 97.63%

12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun               9,000,000             8,632,500 95.92%

13
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 

gedung kantor

1 Tahun
            16,500,000             7,405,500 44.88%

14 Pensertifikatan tanah pemerintah daerah 1 sertifikat               3,290,323             1,500,000 45.59%

15
Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang - undangan

1 Tahun
            25,000,000          18,000,000 72.00%

16
Penyusunan pelaporan capaian kinerja ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD

1 Tahun
                    81,500                  81,500 100.00%

17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Tahun                     81,500                  81,500 100.00%

18
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 

anggaran

1 Tahun
                    81,500                  81,500 100.00%

19 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Tahun                     81,500                  81,500 100.00%

20
Pemantauan pelaksanaan kebijakan 

kependudukan

1 Tahun
            23,400,000          22,703,500 97.02%

21 Penyusunan kebijakan kependudukan 1 Tahun             26,800,000          19,904,800 74.27%

22
Monitoring, evaluasi, validasi dan pemutakhiran 

data kependudukan

1 Tahun
          124,725,000        120,102,600 96.29%

23
Peningkatan pelayanan publik dalam biudang 

kependudukan dan pencatatan sipil

1 Tahun
          186,290,000        164,832,470 88.48%

24
Percepatan Perekaman e-KTP dan Peristiwa 

penting lainnya padqa momen tertentu

1 Tahun
            37,645,000          25,176,900 66.88%

25
Sertifikasi System Manajemen Mutu Berstandar 

ISO 9001-2015

1 Tahun
          109,475,000          94,460,300 86.28%

26 DAK Dana Pelayanan ADM Kependudukan 1 tahun           569,997,000        300,771,300 52.77%

      1,909,558,323    1,493,533,516 78.21%

2017
Uraian

Pencapaian 

Target
No

JUMLAH

 

 

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target 

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada ditemui kendala 

yang cukup berarti 
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BAB III 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

Laporan Keuangan Tahun  Anggaran 2017 menurut Stándar Akuntasi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah terdiri atas Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional,  Neraca, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.  

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

3.1. Laporan Realisasi Anggaran   

Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 

Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.027.568.323,- dengan realisasi Rp. 

3.386.652.811 (84,09%) dengan rincian : 

a. Belanja Operasi 

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Belanja Pegawai 

dengan anggaran sebesar  Rp. 2.118.010.000 terealisasi  1.893.119.295,- (89.38%) 

dan Belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp. 1.808.868.323,- terealisasi 

sebesar Rp. Rp. 1.395.267.516,-(77,13%). 

b. Belanja Modal berupa Belanja Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 

100.690.000,- terealisasi Rp. 98.266.000,- (97.59%).  

Anggaran Realisasi %

Belanja Operasi

1    Belanja Pegawai 2,118,010,000         1,893,119,295        89.38%

2    Belanja Barang 1,808,868,323         1,395,267,516        77.13%

3,926,878,323      3,288,386,811    83,74%

Belanja Modal

3    Belanja Peralatan dan Mesin 100,690,000             98,266,000             97.59%

100,690,000          98,266,000           97.59%

4,027,568,323      3,386,652,811    84.09%

2017
UraianNo

Jumlah

 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut: 
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Penjelasan dari pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Barang) 

Belanja Pegawai dalam Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 

2.118.010.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.893.119.295,00,- atau sebesar 

89,38%, dengan rincian sebagai berikut : 

Anggaran Realisasi %

1 Gaji Pokok            1,162,700,000        1,105,067,400 95.04%

2 Tunjangan Keluarga 82,615,000            71,507,424           86.56%

3 Tunjangan Jabatatan 124,345,000          117,010,000         94.10%

4 Tunjangan Fungsional Umum 35,977,500            28,880,000           80.3%

5 Tunjangan Beras 61,500,000            49,100,760           79.84%

6 Tunjangan Pph 7,162,500              4,863,918              67.91%

7 Pembulatan gaji 250,000                  13,673                   5.47%

9
Tambahan Penghasilan     

Berdasarkan Beban Kerja 617,000,000          490,668,960         
79.52%

10
Tambahan Penghasilan     

Berdasarkan Kondisi Kerja
26,460,000            26,007,160           98.29%

2,118,010,000       1,893,119,295      89.38%

2017
UraianNo

JUMLAH

 

Belanja Langsung  

Anggaran Realisasi %

1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan         200,650,000         129,350,000 64.47%

2 Honorarium Pengelola Keuangan           59,100,000           55,175,000 93.36%

3 Uang Lembur PNS -                        -                        

259,750,000    184,525,000    71.04%

2017
UraianNo

JUMLAH

 

B. Belanja Operasi Barang dan Jasa 
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Realisasi belanja Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran 2017 direncanakan 

sebesar Rp. 1.532.118.323,00,-,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 

1.201.367.516,00,-  atau sebesar 78,41%, dengan rincian sebagai berikut : 

Anggaran Realisasi %

1 Alat Tulis Kantor 209,376,000           157,009,500          74.99%

2 Alat Listrik dan elektronik 7,000,000                6,998,250               99.98%

3 Perangko, Materai dan Benda Pos lain 3,300,000                2,610,000               79.09%

5 Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih 5,450,000                5,362,000               98.39%

6 Dekorasi 3,700,000                1,850,000               50.00%

7 Telepon 58,800,000             40,850,059             69.47%

8 Air 3,000,000                1,308,800               43.63%

9 Listrik 17,400,000             11,812,008             67.89%

10 Paket/Pengiriman 500,000                   149,000                  29.80%

11 Sertifikasi 3,290,323                1,500,000               45.59%

12 Jasa Publikasi 27,750,000             18,500,000             66.67%

13 Jasa Non Pegawai 176,290,000           102,262,070          58.01%

14 Retribusi Kebersihan 600,000                   600,000                  100.00%

15 Upah Pegawai Harian 149,866,000           138,982,881          92.74%

16 Jasa Service 17,000,000             11,433,500             67.26%

17 Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 34,000,000             33,997,500             99.99%

18 Pajak Kendaraan Bermotor 3,600,000                2,466,150               68.50%

19 Cetak 76,605,000             51,622,500             67.39%

21 Penggandaan 31,491,000             25,374,600             80.58%

22 Sewa ruang rapat/pertemuan 500,000                   500,000                  100.00%

23 Makanan dan Minuman rapat 115,650,000           79,724,800             68.94%

24 Makanan dan Minuman tamu 2,100,000                1,635,000               77.86%

25 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 129,900,000           87,144,200             67.09%

26 Perjalanan Dinas Luar Daerah             189,100,000 170,107,198          89.96%

27 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9,000,000                8,632,500               95.92%

28 Jasa Konsultansi Penelitian 75,000,000             72,500,000             96.67%

29 Bimbingan Teknis                25,000,000               18,000,000 72.00%

30
Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber  

PNS
7,350,000                950,000                  12.93%

31
Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber  

Non PNS
3,500,000                3,500,000               100.00%

32 Penggantian Transport Non PNS 146,000,000           143,985,000          98.62%

JUMLAH 1,532,118,323    1,201,367,516    78.41%

2017
UraianNo

 

C. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan 

sebesar Rp. 100.690.000,00- dan terealisasikan sebesar Rp. 98.266.000,00,- 

atau sebesar 97,59%, dengan rincian sebagai berikut : 
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Anggaran Realisasi %

1 Pengadaan Alat Rumah Tangga                 7,750,000                7,750,000 100.00%

2 Pengadaan Komputer              70,940,000              68,516,000 96.58%

3 Pengadaan Kursi Tamu                 9,500,000                9,500,000 100.00%

4
Pengadaan Alat Keamanan dan 

Perlindungan
             12,500,000              12,500,000 100.00%

100,690,000       98,266,000         97.59%

2017
UraianNo

JUMLAH  

3.2. Laporan Operasional 

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan 

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang 

dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 

pelaporan.  Laporan Operasional tersebut berupa beban operasi dimana pada Tahun 

Anggaran 2017 adalah sebesar  Rp. 3,392,395,506.79 3,217,653,165.00.00,-  

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

URAIAN 2017 2016 
Kenaikan/Penu

runan 
% 

  Beban Operasi         

  - Beban Pegawai 
          

1,893,119,295.00  0 1,893,119,295.00  
  - Beban Persediaan 187,773,650.00 0 187,73,650.00  

  - Beban Jasa 870,876,322.00 0 870,876,322.00  
  - Beban Pemeliharaan 8,632,500.00 0 8,632500.00  

  - Beban Perjalanan Dinas 
             

257,251,398.00  0 
257,251,398.00 

 

  
 
- 

 
Beban Penyusutan 

      174,742,341.79  0 174,742,341.79      

JUMLAH 
      
3,392,395,506.79                                   0  

        
3,392,395,506.79  

   

Penjelasan atas Beban Operasi adalah :  

a. Beban Pegawai 

Jumlah beban pegawai pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah  masing-

masing sebesar Rp. 1,893,119,295.00 dan Rp. 0,- Beban Pegawai adalah beban 

atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat 

negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

b. Beban Persediaan 
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Jumlah beban persediaan pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-

masing sebesar Rp. 187,773,650.00 dan Rp. 0 Table menyusul 

c. Beban Jasa 

Jumlah beban jasa Tahun Anggaran 2017 dan 2016 ada;ah masing-masing sebesar 

Rp. 870,876,322.00,- dan Rp. 0,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 

Anggaran 2017 sebagai berikut: 

URAIAN 2017 

Beban Jasa Kantor  75,662,321.00,- 

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 13,899,650.00,- 

Beban Penggandaan 25,374,600.00,- 

Beban sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500,000.00,- 

Beban Makanan dan Minuman 81,359,800.00,- 

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS 18,000,000.00,- 

Beban Jasa Konsultasi 72,500,000.00,- 

Honorarium PNS 185,475,000.00,- 

Beban Honorarium Non PNS 398,104,951.00,- 

      TOTAL 870,876,322.00,- 

 

d. Beban Pemeliharaan 

Jumlah beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

masing-masing sebesar Rp. 8,632,500.00,- dan Rp. 0,-. Beban tersebut merupakan 

beban pemeliharaan gedung dan bangunan  tahun 2017. 

e. Beban Perjalanan Dinas 

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

masing-masing Rp. 257.251.398,00,- dan Rp. 0,-. Beban tersebut merupakan 

beban atas perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 87.144.200,00- dan 

perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 170.107.198,00,- 

f. Beban Penyusutan  

Jumlah Beban Penyusutan untuk per 31 Desember  2017 dan 2016  adalah 

masing-masing sebesar Rp. 174.742.341,79  dan  Rp. 215.131.566,61 ,-. Beban 

Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi  sistematis atas nilai 

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat 

aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat 

alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Adapun jumlah 

Beban Penyusutan dan Amortasi untuk Tahun 2017 diperoleh sebagai berikut: 

Uraian  2017 
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Beban Penyusutan Alat Angkutan 30.692.571,43 

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga 91.780.100,00 

Beban Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi 20.270.000,00 

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 25.515.870,36 

Beban Penyusutan Aset Lainnya 6.483.800,00 

      TOTAL 174.742.341,79 

 

3.3. Laporan Perubahan Ekuitas 

a. Ekuitas Awal 

b. Surplus/Defisit LO 

c. Koreksi Aset Tetap 

d. Dampak Kebijakan 

e. Dampak Kebijakan  

f. Koreksi Aset Lainnya 

g. Ekuitas Akhir 

 

3.4. Neraca 

Ekuitas (dari Ekuitas Akhir) 

a. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban. Ekuitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 

Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp.1.454.414.019,02) 

dan (Rp.1.468.279.105,36). Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam 

Laporan Perubahan Ekuitas-. 

b. RK-PPKD 

Nilai RK RKPPKD pada Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil per 31 

Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah Rp. 3.386.652.811,00,- dan Rp. 

3.427.982.211,00,-- Nilai RK RKPPKD merupakan nilai SP2D dikurangi CP Gaji 

dan UYHD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

Penerimaan SP2D            3,427,982,211 

CP Gaji                                      -   

UYHD                  41,329,400 

   - Sisa UP 2016                  41,329,400 

       3,386,652,811 

RK RKPPKD

Jumlah  

 

Kewajiban 2016 
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3.5. Aset 

 

 

3.1.1. Pendapatan 

Realisasi Pendapatan Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2017 adalah Rp.0,-. dari 

estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,-. Pada tahun 2017 ini tidak 

terdapatnya realisasi pendapatan daerah dikarenakan tidak adanya estimasi untuk 

Pendapatan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rincian 

pendapatannya dapat dilihat pada table berikut: 

 

Anggaran Realisasi %

Pendapatan Asli Daerah                                -   

1    Pendapatan Pajak Daerah -                           -                          0%

2    Pendapatan Retribusi Daerah -                           -                          0%

3    Lain-lain PAD yang SAH -                           -                          0%

       Pendapatan Hibah -                           -                          0%

-                          -                         0%

2017
UraianNo

Jumlah Pendapatan Asli daerah  

3.1.2. Beban 

Laporan Beban pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang  

Tahun Anggaran 2017 berupa beban operasi yaitu sebesar  Rp. 3.521.949.709,00,- 

Dengan rincian sebagai berikut: 

2017 2016
Kenaikan/Penur

unan
%

- Beban Pegawai 1,893,119,295.00        2,236,042,344.00        (342,923,049.00)         -18%

- Beban Persediaan 517,968,100.00            182,876,048.00           335,092,052.00           65%

- Beban Jasa 844,978,416.00            697,246,223.00           147,732,193.00           17%

- Beban Pemeliharaan 8,632,500.00                4,141,200.00                4,491,300.00               52%

- Beban Perjalanan Dinas 257,251,398.00            151,990,136.00                       105,261,262.00 41%

-

3,695,112,647.04    3,487,427,517.61    207,685,129.43       6%

215,131,566.61           (41,968,628.57)           -24%

URAIAN

JUMLAH

Beban Operasi

Beban Penyusutan 

Peralatan dan Mesin 173,162,938.04            

 

A. Beban Pegawai 

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016  adalah masing-

masing sebesar Rp. 1.893.119.295,00,- dan Rp. 0,00,-. Beban Pegawai adalah 

beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada 

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang 

telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan 

modal. 
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B. Beban Persediaan 

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016  adalah masing-

masing sebesar Rp. 517.968.100,- dan Rp. 0-.  

C. Beban Jasa 

Jumlah Jasa Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 

844.978.416,00,- dan Rp. 0,00,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 

Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 

URAIAN 2017 

Beban Jasa Kantor  74.564.415,- 

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 13.899.650,,- 

Beban Penggandaan 25.374.600,- 

Beban sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,- 

Beban Makanan dan Minuman 81.359.800,- 

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS 18.000.000,- 

Beban Jasa Konsultasi 47.700.000,- 

Honorarium PNS 185.475.000,- 

Beban Honorarium Non PNS 398.104.951,- 

      TOTAL 844.978.417 

 

D. Beban Pemeliharaan 

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

masing-masing sebesar Rp. 8.632.500,00,- dan Rp.0,-. Beban tersebut 

merupakan beban atas pemeliharaan gedung dan bangunan untuk tahun 2017. 

  

E. Beban Perjalanan Dinas 

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

masing-masing Rp. 257.251.398,00,- dan Rp. 0,-. Beban tersebut merupakan 

beban atas perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 87.144.200,00- dan 

perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 170.107.198,00,- 

 

F. Beban Penyusutan 

Jumlah Beban Penyusutan untuk per 31 Desember  2017 dan 2016  adalah 

masing-masing sebesar Rp. 173.162.938,04  dan  Rp. 215.131.566,61 ,-. Beban 

Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi  sistematis atas 

nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk 

mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. 
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Adapun jumlah Beban Penyusutan dan Amortasi untuk Tahun 2017 diperoleh 

sebagai berikut: 

Uraian  2017 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 122.370.767,68 

Beban Alat Studio dan Alat Komunikasi 20.270,000,00 

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 30.522.170,36 

      TOTAL 173.162.938,04 

3.1.3. Belanja 

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang  

Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 3.386.652.811,00,- dari anggaran belanja 

sebesar Rp. 4.027.568.323,00,-. Secara umum realisasi pencapaian kinerja 

keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 84,09%, dengan rincian 

realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut: 

Tabel 1. Realisasi Belanja 

Anggaran Realisasi %

Belanja

1    Belanja Pegawai 2,394,760,000         2,087,019,295        87.15%

2    Belanja Barang dan Jasa 1,532,118,323         1,201,367,516        78.41%

3    Belanja Modal 100,690,000             98,266,000             97.59%

4,027,568,323      3,386,652,811    84.09%

2017
UraianNo

Jumlah  

 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut: 

 -

 500,000,000

 1,000,000,000

 1,500,000,000

 2,000,000,000

 2,500,000,000

 3,000,000,000

   Belanja Pegawai    Belanja Barang
dan Jasa

   Belanja Modal

Anggaran

Realisasi

 

Penjelasan dari pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut: 

D. Belanja Operasi Pegawai 

Belanja Pegawai dalam Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 

2.118.010.000,00,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.893.119.295,00,- 

atau sebesar 89,38%, dengan rincian sebagai berikut : 

1.4. Belanja Tidak Langsung 
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Anggaran Realisasi %

1 Gaji Pokok            1,162,700,000        1,105,067,400 95.04%

2 Tunjangan Keluarga 82,615,000            71,507,424           86.56%

3 Tunjangan Jabatatan 124,345,000          117,010,000         94.10%

4 Tunjangan Fungsional Umum 35,977,500            28,880,000           80.3%

5 Tunjangan Beras 61,500,000            49,100,760           79.84%

6 Tunjangan Pph 7,162,500              4,863,918              67.91%

7 Pembulatan gaji 250,000                  13,673                   5.47%

9
Tambahan Penghasilan     

Berdasarkan Beban Kerja 617,000,000          490,668,960         
79.52%

10
Tambahan Penghasilan     

Berdasarkan Kondisi Kerja
26,460,000            26,007,160           98.29%

2,118,010,000       1,893,119,295      89.38%

2017
UraianNo

JUMLAH

 

Belanja Langsung  

Anggaran Realisasi %

1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan         200,650,000         129,350,000 64.47%

2 Honorarium Pengelola Keuangan           59,100,000           55,175,000 93.36%

3 Uang Lembur PNS -                        -                        #DIV/0!

259,750,000    184,525,000    71.04%

2017
UraianNo

JUMLAH

 

E. Belanja Operasi Barang dan Jasa 

Realisasi belanja Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran 2017 direncanakan 

sebesar Rp. 1.532.118.323,00,-,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 

1.201.367.516,00,-  atau sebesar 78,41%, dengan rincian sebagai berikut : 
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Anggaran Realisasi %

1 Alat Tulis Kantor 209,376,000           157,009,500          74.99%

2 Alat Listrik dan elektronik 7,000,000                6,998,250               99.98%

3 Perangko, Materai dan Benda Pos lain 3,300,000                2,610,000               79.09%

5 Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih 5,450,000                5,362,000               98.39%

6 Dekorasi 3,700,000                1,850,000               50.00%

7 Telepon 58,800,000             40,850,059             69.47%

8 Air 3,000,000                1,308,800               43.63%

9 Listrik 17,400,000             11,812,008             67.89%

10 Paket/Pengiriman 500,000                   149,000                  29.80%

11 Sertifikasi 3,290,323                1,500,000               45.59%

12 Jasa Publikasi 27,750,000             18,500,000             66.67%

13 Jasa Non Pegawai 176,290,000           102,262,070          58.01%

14 Retribusi Kebersihan 600,000                   600,000                  100.00%

15 Upah Pegawai Harian 149,866,000           138,982,881          92.74%

16 Jasa Service 17,000,000             11,433,500             67.26%

17 Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 34,000,000             33,997,500             99.99%

18 Pajak Kendaraan Bermotor 3,600,000                2,466,150               68.50%

19 Cetak 76,605,000             51,622,500             67.39%

21 Penggandaan 31,491,000             25,374,600             80.58%

22 Sewa ruang rapat/pertemuan 500,000                   500,000                  100.00%

23 Makanan dan Minuman rapat 115,650,000           79,724,800             68.94%

24 Makanan dan Minuman tamu 2,100,000                1,635,000               77.86%

25 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 129,900,000           87,144,200             67.09%

26 Perjalanan Dinas Luar Daerah             189,100,000 170,107,198          89.96%

27 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9,000,000                8,632,500               95.92%

28 Jasa Konsultansi Penelitian 75,000,000             72,500,000             96.67%

29 Bimbingan Teknis                25,000,000               18,000,000 72.00%

30
Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber  

PNS
7,350,000                950,000                  12.93%

31
Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber  

Non PNS
3,500,000                3,500,000               100.00%

32 Penggantian Transport Non PNS 146,000,000           143,985,000          98.62%

JUMLAH 1,532,118,323    1,201,367,516    78.41%

2017
UraianNo

 

F. Belanja Modal Tanah 

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  tidak 

terdapat anggaran belanja modal tanah. 

 

 

 

G. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
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Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan 

sebesar Rp. 100.690.000,00- dan terealisasikan sebesar Rp. 98.266.000,00,- 

atau sebesar 97,59%, dengan rincian sebagai berikut : 

Anggaran Realisasi %

1 Pengadaan Alat Rumah Tangga                 7,750,000                7,750,000 100.00%

2 Pengadaan Komputer              70,940,000              68,516,000 96.58%

3 Pengadaan Kursi Tamu                 9,500,000                9,500,000 100.00%

4
Pengadaan Alat Keamanan dan 

Perlindungan
             12,500,000              12,500,000 100.00%

100,690,000  98,266,000     97.59%

2017
UraianNo

JUMLAH  

 

H. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  tidak 

tersedia anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan. 

 

I. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat anggaran belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

J. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat anggaran belanja asset tetap lainnya 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

K. Belanja Aset Lainnya 

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat anggaran belanja aset lainnya pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

3.1.4. ASET 

A. Aset Lancar 

A. 1. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 

adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang 

dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran 

yang berasal dari kas lainnya setara kas yang belum dipertanggung-

jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal 31 Desember 

2017. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:  
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Keterangan TH 2017 TH 2016

Saldo UP/TUP -                                  -                                     

Kuitansi UP

Kas Lainnya -                                  -                                     

Jumlah -                                 -                                     

 

A. 2. Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 

2016 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas di Bendahara 

Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang 

berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya 

berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara 

Bukan Pajak. 

 

A. 3. Piutang Pajak Daerah 

Piutang Pajak Daerah per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

A. 4. Piutang Retribusi Daerah 

Piutang Retribusi  Daerah per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

A. 5. Penyisihan Piutang 

Penyisihan Piutang per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

A. 6. Belanja Dibayar Dimuka 

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

A. 7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2017 

dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

A. 8. Bagian Lancar Tuntutan ganti Kerugian 

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian per tanggal 31 Desember  2017 

dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. 
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A. 9. Piutang Lainnya 

Piutang Lainnya per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar 

masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

 

A. 10. Persediaan 

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 

sebesar Rp. 286.050.650,00,- dan Rp. 260.368.350,- 

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan 

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk 

mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian 

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: 

Keterangan TH 2017 TH 2016

Alat Tulis Kantor 96,213,000                   31,655,500               

Barang Cetakan 184,866,150                 199,366,750            

Alat & Bahan Kebersihan 2,358,500                      1,704,100                  

Alat Listrik dan elektronik 1,237,500                      6,390,000                  

Perangko/Meterai 318,000                          -

BBM 1,057,500                      21,252,000               

Jumlah 286,050,650             260,368,350          

 

B. Aset Tetap 

B. 1.  Tanah 

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar 

Rp.214.800.000,- dan Rp.214.800.000,-. Tidak terdapat penambahan 

ataupun pengurangan nilai tanah pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil pada tahun 2017. 

 

B. 2. Peralatan dan Mesin 

Nilai aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 

adalah sebesar Rp.1.708.965.420,- dan Rp.1.524.149.420,- Terdapat 

penaikan nilai peralatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Saldo awal per 31 Des 2016               459,846,000 

Mutasi Kurang (Penghapusan)               188,450,000 

Mutasi Tambah (Pembelian)               275,000,000 

           546,396,000 

Saldo awal per 31 Des 2016               928,703,420 

Mutasi Tambah                  98,266,000 

       1,026,969,420 

Saldo awal per 31 Des 2016               135,600,000 

Mutasi Tambah                                      -   

           135,600,000 Hasil saldo per 31 Desember 2017

Alat Angkutan

Hasil saldo per 31 Desember 2016

Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Hasil saldo per 31 Desember 2016

Alat-Alat Studio dan Komunikasi

 

 

B. 3. Gedung dan Bangunan 

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

Rp.1.275.793.518,- dan Rp.1.275.793.518,-. Mutasi transaksi terhadap 

Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo awal per 31 Des 2017            1,275,793,518 

Mutasi Tambah                                      -   

           1,275,793,518 

Gedung dan Bangunan

Hasil saldo per 31 Desember 2017  

Pada tahun 2017 tidak ada penambahan nilai tambah pada belanja gedung 

dan bangunan karena tidak ada belanja rehab gedung dan bangunan serta 

belanja modal gedung dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut: 

Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor                                      -   

                                    -   

Mutasi  Tambah Gedung dan Bangunan

Hasil saldo per 31 Desember 2017

 

B. 4. Jalan Irigasi dan Jaringan 

Tidak terdapat penambahan atau pengurangan pada nilai jalan, irigasi dan 

jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil. Dengan konsidi 

per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,_. 

 

B. 5. Aset Tetap Lainnya 

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

Rp.10.687.252,-dan Rp.10.687.252,-.Aset tetap lainnya pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berupa buku peraturan 

perundang-undangan dan buku lainnya. 
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B. 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Tidak terdapat penambahan atau pengurangan pada nilai konstruksi dalam 

pengerjaan  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan 

kondisi per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp.0,- dan 

Rp.0,_. 

 

B. 7. Akumulasi Penyusutan 

Nilai Akumulasi penyusutan  per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 

(Rp.1.782.232.642.36) dan (Rp.1.318.526.827,02). Jumlah tersebut 

merupakan akumulasi penyusutan sampai dengan akhir 31 Desember 

2017. 

 

C. Aset Lainnya 

C. 1. Tagihan Penjualan Angsuran 

Tidak terdapat tagihan penjualan angsuran pada Dinas Kependudukan 

dan  Pencatatan Sipil tahun 2017 dan 2016. Kondisi nilai tagihan 

penjualan angsuran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing 

adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

C. 2. Tuntutan Ganti Kerugian 

Tidak terdapat nilai tuntutan ganti kerugian pada Dinas Kependudukan 

dan  Pencatatan Sipil tahun 2017 dan 2016. Kondisi nilai tuntutan ganti 

kerugian per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah Rp.0,- 

dan Rp.0,-. 

 

C. 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Tidak terdapat nilai kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil tahun 2017 dan 2016. Kondisi nilai 

kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

 

C. 4. Aset Tak Berwujud 

Tidak terdapat nilai aset tak berwujud pada Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil tahun 2017 dan 2016. Kondisi nilai aset tak berwujud per 

31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. 
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C. 5. Aset Lain-Lain 

Nilai aset lain-lain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 

Desember 2017 dan 2016 masing-masingnya adalah Rp. 290.323.000,- 

dan Rp. 290.323.000,-. 

 

C. 6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Nilai akumulasi penyusutan  asset lainnya pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masingnya 

adalah (Rp. 108.247.300,-) dan (Rp.108.247.300,-). 

 

3.1.4. KEWAJIBAN 

A. Kewajiban Jangka Pendek 

A. 1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 

Tidak terdapat nilai hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) pada Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil tahun 2017 dan 2016. Kondisi nilai 

nilai hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 dan 

2016 masing masing adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

A. 2. Pendapatan Diterima Dimuka 

Tidak terdapat nilai pendapatan diterima dimuka pada Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil tahun 2016 dan 2017. Kondisi nilai 

pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing 

masing adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

A. 3. Hutang Belanja 

Tidak terdapat hutang belanja pada Dinas Kependudukan dan  Pencatatan 

Sipil tahun 2017 dan 2016. Kondisi nilai pendapatan diterima dimuka per 

31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. 

 

A. 4. Hutang Jangka Pendek Lainnya 

Nilai hutang jangka pendek lainnya pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 

1.087.902,00,- dan Rp. 2.005.452,-. Untuk hutang  jangka pendek tahun 

2017 berupa hutang listrik, air dan telepon telah dilakukan 

pembayarannya pada tahun 2017. Sedangkan hutang jangka pendek tahun 

2017 rinciannya adalah: 
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Belanja Pegawai                                      -   

Belanja Barang dan jasa                     1,087,902 

                 1,087,902 

Hutang jangka pendek

Jumlah Hutang Jangka Pendek  

Hutang jangka pendek tahun 2017 terdiri dari belanja barang jasa yang 

merupakan hutang untuk pembayaran rekening listrik, air, 

telepon/internet 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

Hutang Barang dan Jasa

Rekening Listrik 878,132                 

Rekening Air 164,700                 

Rekening Telepon 45,070                    

Rekening Internet

Jumlah Hutang Barang dan Jasa 1,087,902            

 

 

 

3.1.5. EKUITAS 

A. Ekuitas 

A. 1. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset 

dan kewajiban. Ekuitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 

31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 

(Rp.1.454.414.019,02) dan (Rp.1.468.279.105,36). Rincian lebih lanjut 

tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas-. 

 

A. 2. RK RKPPKD 

Nilai RK RKPPKD pada Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil per 31 

Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah Rp. 3.386.652.811,00,- 

dan Rp. 3.427.982.211,00,-- Nilai RK RKPPKD merupakan nilai SP2D 

dikurangi CP Gaji dan UYHD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

Penerimaan SP2D            3,427,982,211 

CP Gaji                                      -   

UYHD                  41,329,400 

   - Sisa UP 2016                  41,329,400 

       3,386,652,811 

RK RKPPKD

Jumlah
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3.6. Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubung dengan 

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya 

dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang 

menggunakan basis akrual pada Pemda 

----TIDAK ADA ----  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

1. Pos Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 

Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 4.027.568.323,-, terealisasi sebesar 

Rp. 3.386.652.811,- atau 84,09% yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, serta belanja modal. 

 

2. Jumlah penerimaan transfer SP2D ( UP, GU, dan TU)  adalah Rp. 3.427.982.211,- dan 

terealisasi sebesar  Rp. 3.386.652.811 (84,09%) sehingga tersisa UYHD sebesar Rp. 

41.329.400,-. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 5 (lima) 

program dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang  semuanya berjalan dengan 

baik, ditinjau dari segi keuangan maupun fisik.   

 

3. Penyusunan laporan keuangan ini menggunakan basis kas untuk pengakuan 

pendapatan dan belanja serta menerapkan basis akrual untuk pengakuan asset, 

kewajiban dan ekuitas dana. 
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